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Penelitian ini berangkat dari adanya kebijakan tentang akses informasi
keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perjanjian internasional di bidang
pajak dalam Perppu No. 1 tahun 2017. Perppu tersebut telah mengubah
mekanisme akses terhadap rahasia informasi keuangan nasabah dari semula
melalui izin OJK kini tanpa melalui izin OJK. Kebijakan tersebut dikhawatirkan
berdampak pada me! wasan keamanan informasi keuangan nasabah
dan hal tersebut berpotensi menyebabkan kerugian bagi nasabah. Berangkat dari
hal tersebut maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut dari segi kebijakan maupun
dari sudut pandang magqashid al-syari'ah untuk mengetahui konsep kebijakan
akses informasi keuangan nasabah perbankan terkait kepentingan perpajakan,
serta mengetahui analisis magéashid al-syari'ah terhadap kebijakan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dalam pendekatan
undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual
approach). Melalui teknik analisis deskriptif, penelitian ini menghasilkan temuan-
temuan sebagain berikut:

Pertama: Kebijakan akses informasi keuangan nasabah untuk kepentingan
perpajakan telah diatur dalam beragam penmdang—undangan, yakni UU
Perpajakan dan UU Perbankan, serta dalam beragam peraturan yakni PBI dan
POJK. Perppu No. 1 tahun 2017 hadir untuk memberi kewenangan lebih luas bagi
Ditjen Pajak. Terdapat perbedaan iiakan dalam pasal 3 antard kepentingan
perjanjian internasional yang me a melalui OJK dan untuk
kepentingan perpajakan biasa tidak melalui OJK, hal tersebut menimbulkan
ambiguitas mengenai peran dan fungsi OIK sebagai otoritas pengawas. Pun
demikian dalam Pasal 4 tidak dijelaskan batasan nasabah seperti apa yang boleh
diakses, serta tidak menyebutkan mekanisme akses melalui izin OJK. Hal tersebut
merupakan perubahan besar dalam konsepsi rahasia bank terkait perpajakan.
Tidak adanya mekanisme  izin akses melalui otoritas pengawas dapat
menimbulkan resiko kebocoran hingga pembobolan data nasabah yang dapat
berakibat pada kerugian materil bagi nasabah.

Kedua: Dari sudut pandang maqashid al-syari'ah, kebijakan dalam Perppu ini
memiliki kekurangan yakni terancamnya harta nasabah akibat melemahnya fungsi
OJK selaku otoritas yang mengawasi dan memberi jaminan perlindungan data
nasabah. Untuk mencapai magqéashid al-syari’ah, kebijakan Perppu No.1 talm
2017 ini setidaknya harus mencakup aspek antisipatif yang memberi perlindungan
terhadap lima aspek dasar yakni agama. jiwa, akal, keturunan. dan harta.




